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MOTO

Allah tidak membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya. Dia
mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan mendapat (siksa) dari
(kejahatan) yang diperbuatnya (QS. Al-Bagarah : 286)

Kurang cerdas bisa diperbaiki dengan belajar, kurang cakap bisa dihilangkan
dengan pengalaman. Namun kurang jujur sulit untuk di perbaiki (kata bijak
Bung Hatta)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahi Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa
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Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, 57 halaman. Pembimbing
Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Obstruction of justice merupakan suatu tindakan menghalangi atau merintangi
proses hukum. Tindakan ini dapat berupa perusakan, penghilangan, atau
pemalsuan alat bukti seperti CCTV ditempat kejadian, menghindari penyidikan,
dan memberikan kesaksian palsu dipersidangan. Tidak dipungkiri juga terdapat
beberapa oknum aparat penegak hukum misalnya anggota Polri yang terlibat
dalam perbuatan ini. Dalam Pasal 10 Ayat (2) huruf ¢ Perpol No. 7 Tahun 2022
tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian menyatakan bahwa
“Setiap anggota Polri dilarang untuk merekayasa dan memanipulasi perkara yang
menjadi tanggungjawabnya dalam rangka penegakan hukum”. Namun, dalam
pasal tersebut tidak menjelaskan secara rinci mengenai sanksi apa yang akan
diberikan oleh Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap oknum/terduga
pelanggar yang telah melakukan tindakan obstruction of justice.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan mengenai
mekanisme penjatuhan sanksi kode etik kepolisianterhadap oknum kepolisian
yang terlibat obstruction of justice yang melakukan pelanggaran etika profesi
kepolisian dan untuk mengetahui upaya hukum terperiksa jika tidak terima
terhadap putusan yang telah diberikan oleh komisi kode etik kepolisian.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan
dengan mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan
dengan pokok permasalahan yang akan dibahas seperti bahan primer, sekunder,
dan tersier yang kemudian dikumpulkan, diolah, dan dianalisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Pengaturan mengenai mekanisme penjatuhan sanksi kode etik kepolisian
terhadap oknum kepolisian yang terlibat obstruction of justice yang
melakukan pelanggaran etika profesi kepolisian telah diatur dalam Pasal
14 sampai dengan Pasal 68 Perpol No. 7 Tahun 2022. Diawali dengan
tahap laporan/pengaduan. Kemudian dilanjutkan dengan tahap
pemeriksaan pendahuluan berupa audit investigasi, pemeriksaan, dan
pemberkasaan. Apabila semua tahapan diatas telah dilaksanakan dan
memang terbukti terduga pelanggar melakukan suatu pelanggaran maka



akan dilanjutkan dengan proses sidang yang dilakukan oleh Komisi Kode
Etik Polri (KKEP) yang diakhiri dengan pembacaan putusan/penjatuhan
sanksi oleh Hakim Komisi yang didasarkan pada keyakinan Komisi Kode
Etik Polri (KKEP) yang didukung sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti
yang sah. Putusan teresebut berupa sanksi administratif seperti mutasi,
penundaan kenaikan pangkat, penundaan pendidikan, penempatan khusus
selama 30 (tiga puluh) hari kerja, dan pemberhentian tidak dengan hormat
(PTDH).

. Apabila pelanggar merasa keberatan atas putusan yang telah diberikan
oleh Komisi Kode Etik Polri (KKEP) maka pelanggar dapat mengajukan
upaya hukum banding kepada Komisi Banding secara tertulis. Pelaksanaan
sidang banding dilaksanakan tanpa kehadiran pelanggar dan saksi-saksi.



Belva Nur Aliyya, November 2023. PENJATUHAN SANKSI KODE ETIK
KEPOLISIAN TERHADAP OKNUM KEPOLISIAN YANG TERLIBAT
OBSTRUCTION OF JUSTICE. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum
Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, 57 halaman. Pembimbing
Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui pengaturan mengenai
mekanisme penjatuhan sanksi kode etik kepolisian terhadap oknum kepolisian
yang terlibat obstruction of justice yang melakukan pelanggaran etika profesi
kepolisian dan untuk mengetahui upaya hukum terperiksa jika tidak terima
terhadap putusan yang telah diberikan oleh komisi kode etik kepolisian. Penelitian
ini merupakan penelitian doktrinal yakni penelitian yang memberikan penjelasan
secara sistematis mengenai kaidah-kaidah atau norma-norma bagian hukum
tertentu, menjelaskan kesulitan, dan menggambarkan pembaharuan dimasa depan.

Menurut hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: Pertama, pengaturan
mengenai mekanisme penjatuhan sanksi kode etik kepolisian terhadap oknum
kepolisian yang terlibat obstruction of justice yang melakukan pelanggaran etika
profesi kepolisian telah diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 68 Perpol No.
7 Tahun 2022. Diawali dengan tahap laporan/pengaduan, pemeriksaan
pendahuluan, dilanjutkan dengan pelaksanaan sidang yang diakhiri dengan
pembacaan putusan/penjatuhan sanksi oleh Hakim Komisi yang didasarkan pada
keyakinan KKEP yang didukung sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.
Putusan tersebut berupa sanksi administratif seperti mutasi, penundaan kenaikan
pangkat dan pendidikan, penempatan khusus (patsus), dan pemberhentian tidak
dengan hormat (PTDH). Kedua, apabila pelanggar merasa keberatan atas putusan
yang telah diberikan oleh KKEP maka pelanggar dapat mengajukan upaya hukum
banding secara tertulis. Upaya hukum banding merupakan langkah terakhir bagi
pelanggar terhadap putusan yang telah dijatuhkan oleh Komisi Kode Etik Polri
(KKEP).

Kata Kunci (keywords) : Penjatuhan Sanksi, Kode Etik Kepolisian, Oknum,
Obstruction Of Justice.
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